P-ISSN: 1907-9893 | E-ISSN: 3090-7047
Volume 19 No. 1 | November 2024
_POPULIS https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/populis/index

(‘ l Populis: Jurnal llmu Sosial dan limu Politik RESEARCH

Mereproduksi Citra, Mencari Legitimasi: Analisis Peran Biro Humas dalam
Dinamika Sosial-Politik Pemerintah Daerah
Reproducing Image, Pursuing Legitimacy: An Analysis of the Public Relations Bureau’s Role

in the Socio-Political Dynamics of Local Government
d - https://doi.org/10.30598/populis.19.1.63-78

Beatrix Hattu!*, Sandra Ivonnie Telussa?

!Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia
2Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia
*beatrixhattu01@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the strategic role of the Public Relations Bureau in reproducing public image and
seeking political legitimacy for local government amidst dynamic socio-political change, focusing on the
Provincial Government of Maluku. Employing a qualitative approach, the research was conducted in Ambon
City through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis within the Public Relations
Bureau of the Maluku Governor’s Office. The findings reveal that the Bureau has not effectively implemented
public relations strategies to maintain and enhance the government’s image. Key obstacles include the
inability to translate policies into public narratives, failure to adapt to evolving social dynamics, and weak two-
way communication with stakeholders. Additionally, public relations personnel lack the analytical capacity to
interpret socio-political trends or provide strategic recommendations to leadership. These shortcomings
indicate that the Bureau’s role as a key actor in perception management and legitimacy-building remains
suboptimal. The novelty of this study lies in its integrative approach, combining political communication theory
and institutional dynamics at the local level, offering fresh insights into state-society relations through
strategic communication. The study recommends strengthening institutional capacity and professionalizing
public relations functions to meet the demands of contemporary political communication in local governance.

Keywords: Public Relations, Political Legitimacy, Image Management, Local Government, Strategic
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PENDAHULUAN

Dalam era di mana persepsi publik dapat berubah dalam hitungan detik, citra
pemerintah daerah bukan lagi hanya soal bagaimana kebijakan dijalankan, tetapi juga
bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan dan diterima oleh masyarakat (Filippi, 2022;
Yuana et al., 2020). Di tengah kompleksitas sosial-politik yang terus berkembang, pemerintah
daerah dituntut untuk tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga tampil secara
simbolik sebagai entitas yang responsif, terbuka, dan dapat dipercaya (Frederiksen & Himley,
2020; Grin, 2020; Sari, 2022). Namun, realitas di lapangan sering kali berbicara sebaliknya.
Salah satu contoh yang menarik dicermati adalah kondisi Biro Hubungan Masyarakat (Humas)
di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, yang seharusnya memainkan peran sentral dalam
membangun dan menjaga citra tersebut. Beberapa temuan lapangan mengindikasikan bahwa
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fungsi strategis Biro Humas belum berjalan maksimal. Ketidakmampuan dalam merespons
perubahan sosial, menerjemahkan kebijakan secara komunikatif kepada publik, serta
membangun jaringan komunikasi yang harmonis dengan para pemangku kepentingan
menjadi titik-titik lemah yang tampak jelas di permukaan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Macq & Jacquet (2023) dan Qin & Owen (2021) dalam
model dua arah simetris, peran kehumasan idealnya adalah menjembatani kepentingan
organisasi dan publik secara setara. Dalam konteks pemerintah daerah, posisi ini seharusnya
dimaknai sebagai peran strategis dalam membentuk legitimasi politik melalui komunikasi
yang etis dan reflektif. Penelitian sebelumnya oleh Durmus (2020) dan Wang & Guo (2023)
menekankan bahwa kehumasan pemerintah kerap terjebak pada pendekatan seremonial,
bukan komunikatif, sehingga gagal membaca aspirasi publik secara substansial. Hal serupa
juga diungkapkan oleh Ali (2020) dan Wargent et al. (2020), yang menunjukkan bahwa fungsi
Humas di beberapa pemerintah daerah masih diposisikan sebagai unit teknis pendukung,
bukan sebagai aktor strategis dalam manajemen persepsi publik.

Dalam studi yang dilakukan oleh Feber & Christover (2021), Permana et al. (2023), dan
Yang (2021), ditemukan bahwa birokrasi kehumasan di tingkat daerah cenderung tidak
adaptif terhadap dinamika digital dan pola komunikasi generasi baru, sementara penelitian
oleh Baharuddin et al. (2022) dan Burchanuddin et al. (2021) menunjukkan lemahnya
kapasitas analitik Humas dalam merespons isu sosial-politik yang berkembang. Di sisi lain,
kajian oleh Bashri (2021), Burchanuddin et al. (2021b) dan Sekaringtias et al. (2023)
menggarisbawahi pentingnya profesionalisasi bidang kehumasan untuk memastikan
keberlanjutan legitimasi politik di tingkat lokal. Dalam konteks Maluku, karya llyas (2023) dan
Udiyasa (2023) mengungkapkan bahwa kompleksitas sosiokultural dan geografis menjadi
tantangan tersendiri dalam mengelola komunikasi publik yang efektif dan inklusif.

Selanjutnya, studi oleh Fatah et al. (2023) dan Widodo & Kusnan (2023) menyoroti
kurangnya pelatihan berbasis kompetensi bagi aparatur Humas pemerintah daerah sebagai
penyebab utama tidak optimalnya fungsi komunikasi strategis. Sementara itu, kajian oleh
Prasetyo et al. (2021) dan Roell et al. (2022) menunjukkan bahwa banyak biro Humas tidak
memiliki mekanisme evaluasi komunikasi yang terukur, sehingga sulit untuk menilai
efektivitas strategi yang dijalankan. Dalam konteks lebih luas, penelitian oleh Nulhasanah
(2023) dan Shoesmith et al. (2020) mempertegas bahwa komunikasi politik modern
mensyaratkan kelincahan aktor-aktor negara dalam mengelola informasi dan simbol secara
dinamis di ruang publik digital.

Selain itu, penelitian oleh Hartono (2020) dan Taufiq & Hidayat (2022) mengenai citra
kelembagaan pemerintah menunjukkan bahwa persepsi publik lebih dipengaruhi oleh narasi
yang konsisten daripada sekadar realisasi kebijakan. Hal ini diperkuat oleh temuan Alamin et
al. (2020) dan Azwar & Muliono (2022), yang mengemukakan pentingnya narasi komunikasi
dalam membangun kepercayaan publik di tengah meningkatnya sinisme terhadap institusi
negara. Di level lokal, studi oleh Hatala (2023) dan Zhang et al. (2021) menyebutkan bahwa
peran Biro Humas sangat krusial dalam membentuk “persona kelembagaan” yang mampu
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menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terus bergerak.

Meski telah banyak penelitian yang menyoroti persoalan kehumasan di lingkungan
pemerintah, namun masih sedikit kajian yang secara spesifik melihat peran Biro Humas
sebagai aktor politik kultural dalam membentuk legitimasi pemerintah daerah—terutama di
wilayah dengan karakteristik sosial-politik yang kompleks seperti Maluku. Sebagian besar
studi sebelumnya masih terjebak pada pendekatan administratif dan teknokratis, tanpa
menyentuh sisi praksis dari komunikasi politik yang melibatkan simbol, narasi, dan strategi
reproduksi citra secara berkelanjutan.

Di titik inilah letak pentingnya kajian ini yaitu bukan sekadar menyoroti kelemahan
teknis Biro Humas, tetapi membedah bagaimana institusi ini sesungguhnya menjadi arena
perebutan makna, tempat di mana citra diproduksi, disebarluaskan, dan dipertaruhkan untuk
memperoleh legitimasi publik. Penelitian ini membawa perspektif bahwa komunikasi publik
pemerintah bukanlah sekadar aktivitas penyampaian informasi, melainkan suatu bentuk
praksis sosial-politik yang strategis—terutama dalam menghadapi masyarakat yang terus
berubah baik secara nilai, ekspektasi, maupun media.

Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis strategi public
relation oleh Biro Humas dalam pemeliharaan citra pemerintah daerah Provinsi Maluku serta
mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi strategi tersebut. Fokus ini menjadi
penting bukan hanya untuk membenahi aspek teknis komunikasi kelembagaan, tetapi juga
sebagai upaya memahami dinamika kekuasaan simbolik yang tersembunyi di balik narasi-
narasi birokrasi. Pada akhirnya, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan
praktis dalam pengembangan ilmu sosial dan humaniora, khususnya dalam ranah komunikasi
politik lokal yang selama ini masih kurang dieksplorasi secara mendalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis.
Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang diangkat bersifat kontekstual dan
kompleks, menyangkut makna, pengalaman, serta dinamika sosial-politik yang tidak dapat
direduksi menjadi angka-angka statistik. Sejalan dengan pandangan Creswell (2017),
pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam proses,
narasi, dan interaksi sosial yang membentuk realitas, khususnya dalam ranah komunikasi
politik yang dijalankan oleh institusi pemerintah daerah. Dalam konteks ini, peran Biro Humas
sebagai aktor komunikasi strategis tidak bisa dipahami hanya melalui data kuantitatif,
melainkan harus ditelusuri melalui praktik, diskursus, serta relasi kuasa yang menyertainya.

Pemilihan lokasi penelitian di Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kantor Gubernur
Maluku bukan tanpa alasan. Maluku merupakan provinsi yang memiliki kompleksitas sosial
dan historis yang khas, di mana keberagaman etnis dan pengalaman konflik masa lalu
memberikan tantangan tersendiri dalam mengelola komunikasi publik. Pemerintah daerah
dalam konteks ini tidak hanya bertugas menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus
menjadi aktor rekonsiliasi sosial, penjaga stabilitas, dan pembangun legitimasi. Biro Humas
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menjadi titik strategis dari upaya tersebut, karena melalui institusi inilah pesan-pesan
pemerintah dikemas, disampaikan, dan dinegosiasikan dengan masyarakat. Oleh karena itu,
meneliti strategi kehumasan di wilayah ini memberikan peluang untuk memahami secara
lebih dalam hubungan antara negara dan masyarakat dalam konteks lokal yang kaya makna.

Dalam penelitian ini, informan utama dipilih secara purposif, yakni mereka yang
memiliki pengetahuan mendalam, pengalaman langsung, dan keterlibatan aktif dalam
aktivitas kehumasan pemerintah daerah. Sebanyak sepuluh informan diwawancarai secara
mendalam, mencakup lima pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Biro Humas
Pemerintah Provinsi Maluku—termasuk Kepala Biro, Kepala Sub-Bagian Penerangan, serta
staf pelaksana bidang media dan protokol. Selain itu, dua jurnalis senior dari media lokal yang
secara rutin meliput aktivitas pemerintah provinsi turut menjadi sumber informasi penting,
bersama dengan dua akademisi dari Universitas Pattimura yang memiliki keahlian di bidang
komunikasi politik dan administrasi publik. Melengkapi spektrum perspektif, satu orang
aktivis LSM lokal yang bergerak dalam advokasi kebijakan dan partisipasi masyarakat juga
dilibatkan.

Pemilihan informan ini didasarkan pada tingkat keterpaparan mereka terhadap isu-isu
terkait citra pemerintah daerah, serta pengalaman mereka dalam berinteraksi langsung
dengan Biro Humas. Pendekatan ini sejalan dengan konsep purposive sampling sebagaimana
dikemukakan oleh Garriott (2020), yang menekankan pentingnya memilih informan yang
dianggap “kaya informasi” untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap
fenomena yang diteliti.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara
mendalam dengan pendekatan semi-terstruktur memungkinkan eksplorasi bebas terhadap
pandangan, pengalaman, serta refleksi informan terkait praktik kehumasan pemerintah
daerah. Panduan wawancara disusun berdasarkan kerangka konseptual komunikasi politik
dan manajemen hubungan publik. Kedua, observasi partisipatif dilakukan dengan
keterlibatan langsung peneliti dalam sejumlah aktivitas Biro Humas, seperti konferensi pers,
penyusunan siaran pers, hingga acara keprotokolan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti
menangkap dinamika interaksi, bahasa tubuh, dan pola kerja yang mungkin tidak sepenuhnya
terungkap melalui wawancara, sebagaimana disarankan oleh Jentoft & Olsen (2019) dalam
studi institusional. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan melalui penelaahan arsip internal Biro
Humas, naskah pidato, siaran pers, laporan kegiatan, hingga konten media sosial resmi
Pemerintah Provinsi Maluku. Dokumentasi ini memberikan pijakan penting dalam menelusuri
konsistensi narasi dan strategi komunikasi yang digunakan dalam membangun citra
institusional.

Dalam menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan
metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai
informan yang berasal dari latar belakang berbeda. Sementara itu, triangulasi metode
dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik
ini bertujuan untuk mengurangi bias serta memperkuat keabsahan temuan, sesuai dengan
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prinsip yang diuraikan oleh Dewasiri et al. (2018).

Seluruh proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis dan
reflektif, dengan memerhatikan prinsip ethnographic sensitivity—yakni sikap terbuka
terhadap makna-makna yang hidup dalam budaya birokrasi lokal. Data dianalisis secara
tematik dengan pendekatan induktif, di mana pola dan kategori dibangun dari hasil
pengamatan empiris di lapangan, bukan dari asumsi yang dibawa sejak awal. Analisis ini
mengacu pada teknik thematic coding sebagaimana dijelaskan oleh Braun & Clarke (2016),
yang memungkinkan peneliti membangun narasi analitis berdasarkan tema-tema dominan
yang muncul dari data lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Representasi Citra Pemerintah Daerah: Antara Imajinasi dan Realitas

Dalam konteks pemerintahan daerah, citra bukan hanya sekadar gambaran visual atau
komunikasi yang disampaikan kepada publik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam
membentuk legitimasi politik. Di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, citra ini direproduksi
secara intensif oleh Biro Humas melalui berbagai kanal komunikasi resmi, seperti siaran pers,
akun media sosial, baliho, spanduk, serta kegiatan keprotokolan dalam acara kenegaraan
maupun forum publik. Salah satu bentuk yang menonjol adalah kampanye visual bertema
“Maluku Bangkit dan Tangguh” yang tersebar di pusat kota Ambon, lengkap dengan foto-foto
pejabat daerah dan slogan optimistik yang menonjolkan narasi kemajuan dan stabilitas.

Namun, berdasarkan wawancara mendalam dengan beberapa staf internal Biro
Humas, tampak bahwa narasi tersebut lebih dikonstruksi dari atas ke bawah, tanpa proses
dialogis dengan masyarakat. Salah satu informan, ST, menyampaikan bahwa sebagian besar
materi komunikasi visual dibuat berdasarkan instruksi langsung dari pimpinan tanpa riset
persepsi publik terlebih dahulu. “Kami hanya jalankan arahan. Biasanya dibuat cepat, kalau
ada event atau peringatan hari besar,” ujarnya dalam percakapan tidak formal di ruang
kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi lebih bersifat reaktif dan formalistik
ketimbang partisipatif dan berbasis kebutuhan nyata warga.

Observasi lapangan juga memperkuat kesenjangan antara citra yang dibangun dan
kenyataan di lapangan. Misalnya, di kawasan Batu Merah dan Mardika, baliho-baliho besar
tentang keberhasilan pembangunan tidak sejalan dengan kondisi infrastruktur yang rusak dan
pelayanan publik yang dikeluhkan masyarakat. Ketika peneliti berbincang dengan beberapa
warga, seperti seorang pedagang kaki lima di Terminal Mardika, muncul narasi “gambar bagus
tapi jalanan hancur,” yang menggambarkan kekecewaan atas kesenjangan tersebut.

Fenomena ini dapat dipahami melalui lensa Symbolic Management Theory yang
dikembangkan oleh Westphal (2023). Teori ini menjelaskan bahwa organisasi—termasuk
institusi publik—cenderung menggunakan simbol, retorika, dan citra sebagai alat untuk
menciptakan persepsi keberhasilan dan legitimasi, terlepas dari apakah substansi manajerial
dan kebijakan publiknya sudah sesuai atau belum. Dalam konteks Biro Humas Pemerintah
Provinsi Maluku, praktik tersebut terlihat jelas. Mereka menciptakan narasi tentang
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keberhasilan pembangunan melalui media komunikasi visual, namun tidak disertai dengan
mekanisme umpan balik, evaluasi publik, atau riset berbasis data sosial yang valid.

Kecenderungan ini menggambarkan apa yang oleh Wojakowski (2022) disebut sebagai
strategic image inflation—yakni ketika institusi menggelembungkan narasi keberhasilan
secara simbolik untuk menjaga kepercayaan publik, padahal tidak dibarengi dengan
peningkatan kualitas pelayanan atau kebijakan. Hal ini menjadikan citra pemerintah lebih
menyerupai ilusi kolektif yang dikurasi secara cermat melalui simbol dan estetika komunikasi,
bukan refleksi dari realitas sosial yang dialami warga sehari-hari.

Ketidaksesuaian ini membawa konsekuensi serius terhadap legitimasi pemerintah
daerah. Warga yang merasa tidak diwakili oleh narasi resmi akan membentuk opini alternatif
di ruang-ruang informal, seperti media sosial dan obrolan komunitas. Hal ini secara perlahan
menciptakan public cynicism terhadap pemerintah, yang justru berlawanan dengan tujuan
strategis pencitraan itu sendiri. Salah seorang tokoh masyarakat, informan RN, menuturkan,
“Kita lihat baliho penuh dengan ucapan dan gambar, tapi air bersih saja masih susah di
kampung kami. Jadi masyarakat merasa itu semua hanya dekorasi kekuasaan.” Citra yang
dibentuk Biro Humas bukan hanya bersifat kosmetik, tetapi juga mengalami dislokasi
makna—terlepas dari kenyataan sosial yang harusnya menjadi pijakan utama dalam
komunikasi publik. Hal ini memperkuat argumen bahwa tanpa basis partisipasi, empati sosial,
dan keterlibatan aktif warga, strategi komunikasi hanya akan menghasilkan legitimasi semu
yang mudah runtuh di tengah krisis kepercayaan.

Hambatan Struktural dan Kelembagaan dalam Strategi Kehumasan

Di balik peran vitalnya sebagai pengelola citra dan penghubung antara pemerintah
daerah dan masyarakat, Biro Humas Pemerintah Provinsi Maluku menghadapi berbagai
hambatan struktural dan kelembagaan yang secara nyata membatasi efektivitas strateginya.
Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sistemik, menyangkut kultur
birokrasi, ketimpangan koordinasi antarlembaga, serta absennya mekanisme pengembangan
kapasitas yang berkelanjutan.

Salah satu temuan utama dalam studi ini adalah minimnya pelatihan profesional bagi
staf humas. Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa pegawai Biro Humas, seperti
informan HS, terungkap bahwa pelatihan atau workshop terkait komunikasi strategis,
manajemen krisis, atau penggunaan teknologi informasi mutakhir dalam bidang kehumasan
sangat jarang diadakan. “Biasanya pelatihan hanya sekali-dua kali dalam beberapa tahun,
itupun sifatnya umum dan lebih banyak teori,” ujar HS saat ditemui di ruang kerjanya.
Ketimpangan kapasitas ini menyebabkan staf humas cenderung hanya mampu menjalankan
tugas administratif atau seremonial, tanpa memiliki kompetensi yang cukup untuk membaca
dinamika sosial-politik atau mengelola komunikasi dalam konteks krisis.

Observasi lapangan pun menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas humas lebih
terpusat pada dokumentasi kegiatan pimpinan, distribusi siaran pers, dan publikasi visual
yang bersifat satu arah. Tidak ditemukan adanya divisi khusus yang menangani analisis isu
atau riset media, apalagi tim yang bertugas menyusun peta persepsi publik secara periodik.
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Kondisi ini diperburuk dengan tidak adanya sistem evaluasi efektivitas komunikasi. Tidak ada
alat ukur atau indikator performa yang digunakan secara konsisten untuk menilai sejauh
mana pesan-pesan komunikasi pemerintah diterima, dipahami, atau bahkan ditanggapi oleh
masyarakat. Sebagaimana diungkap oleh informan LK, “Kami biasanya hanya melihat dari
jumlah likes dan komentar di media sosial, tapi tidak pernah ada survei kepuasan atau
evaluasi formal.”

Selain kelemahan kapasitas individu, terdapat pula hambatan pada tingkat
kelembagaan. Lemahnya integrasi antara Biro Humas dan unit-unit kerja lainnya menjadi
persoalan strategis yang cukup mengakar. Dalam berbagai proses penyusunan kebijakan, Biro
Humas sering kali tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan. Hal ini membuat komunikasi
publik bersifat reaktif dan hanya muncul setelah keputusan sudah diambil. “Kami kadang baru
tahu soal kebijakan setelah diumumkan oleh kepala dinas terkait. Jadi kami hanya bisa ikut
menyebarkan saja,” keluh informan AP, yang menggambarkan rendahnya posisi strategis
Humas dalam rantai koordinasi pemerintahan.

Fenomena ini mengindikasikan adanya stagnasi kelembagaan yang menempatkan
fungsi kehumasan sebagai elemen pelengkap administratif, bukan sebagai bagian dari desain
strategis pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, peran komunikasi cenderung direduksi
menjadi bentuk pelaporan visual dan penataan protokoler, bukan sebagai sarana pengelolaan
opini publik atau advokasi kebijakan berbasis dialog.

Temuan ini sejalan dengan konsep Institutional Communication Gridlock yang
dikemukakan oleh Leydesdorff (2021), yaitu situasi ketika organisasi publik mengalami
kebuntuan komunikasi akibat struktur organisasi yang rigid, hierarkis, dan kurang lentur
dalam menyerap informasi dari luar. Menurut Zoller, kondisi ini menyebabkan organisasi
gagal memproduksi respons yang adaptif terhadap perubahan sosial-politik, karena jalur
komunikasi internal terlalu panjang, lambat, dan kurang terbuka untuk interaksi horizontal.

Dalam konteks Biro Humas Pemerintah Provinsi Maluku, gridlock ini tercermin dalam
mekanisme kerja yang vertikal dan terfragmentasi. Tidak ada sistem umpan balik antara
Humas dengan unit pelaksana teknis di lapangan maupun dengan masyarakat secara
langsung. Fungsi komunikasi tidak diintegrasikan sebagai penghubung dinamis antara
kebijakan dan aspirasi warga, tetapi lebih sebagai ornamen birokrasi. Kondisi ini menghasilkan
komunikasi publik yang kaku dan kurang responsif terhadap perubahan situasi. Di tengah
dinamika sosial-politik yang cepat berubah, stagnasi ini menjadi hambatan serius bagi
pemerintah daerah untuk membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan. Sebab,
dalam absennya mekanisme komunikasi strategis yang efektif, kepercayaan masyarakat
hanya dibangun di atas permukaan simbol dan retorika, bukan melalui partisipasi yang
bermakna.

Kesenjangan dalam Komunikasi Dua Arah: Publik sebagai Objek, Bukan Subjek

Dalam konteks pemerintahan yang semakin terbuka dan responsif, komunikasi dua
arah antara pemerintah dan masyarakat bukan lagi sebuah nilai tambah, melainkan sebuah
kebutuhan dasar. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Biro Humas Pemerintah
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Provinsi Maluku belum berhasil membangun ekosistem komunikasi yang deliberatif dan
partisipatif. Hubungan yang dibangun masih bersifat satu arah—top-down—di mana
pemerintah mendefinisikan pesan, mengatur waktu penyampaian, dan menetapkan format
komunikasi, sementara ruang untuk mendengar dan merespons aspirasi publik masih sangat
terbatas.

Salah satu indikator utama dari ketimpangan ini adalah ketidakterbukaan dalam
menerima umpan balik dari masyarakat. Beberapa informan dari kalangan masyarakat sipil,
seperti informan MR dari lembaga pemantau kebijakan daerah, menyebutkan bahwa aduan
atau kritik yang mereka sampaikan melalui saluran resmi sering kali tidak ditanggapi, atau
bahkan tidak mendapatkan konfirmasi penerimaan. “Kami pernah kirim surat terbuka dan
masukan lewat e-mail humas, tapi tidak pernah ada tanggapan balik. Seperti dilempar ke
ruang kosong,” jelas MR. Fenomena ini memperlihatkan bahwa alih-alih menjadi jembatan
antara aspirasi publik dan pengambil kebijakan, Biro Humas justru memosisikan dirinya
sebagai corong pemerintah tanpa mekanisme reflektif ke dalam.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya forum dialog atau kanal digital partisipatif
yang difasilitasi oleh Biro Humas. Di era digital, berbagai pemerintah daerah mulai
mengembangkan platform interaktif seperti e-consultation, live town hall, hingga media
sosial berbasis respons cepat. Namun, dari hasil observasi terhadap kanal media sosial resmi
Pemerintah Provinsi Maluku, mayoritas kontennya masih berupa informasi satu arah seperti
jadwal kegiatan, ucapan seremonial, atau berita seputar pimpinan daerah. Fitur komentar
tidak selalu aktif, dan ketika aktif pun, tidak terlihat adanya respons aktif dari admin atau
petugas yang berwenang. Hal ini menunjukkan rendahnya kesiapan institusi dalam
membangun komunikasi berbasis dialog.

Situasi ini berdampak pada persepsi masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai
entitas yang jauh, formal, dan tidak inklusif. Informan AT, seorang tokoh pemuda di Ambon,
menggambarkan bahwa banyak warga merasa tidak punya saluran untuk menyampaikan
suara mereka secara langsung, apalagi untuk didengar secara serius. “Pemerintah rasanya
seperti dunia sendiri, bicara dengan bahasa mereka sendiri. Kita yang di luar, hanya bisa
dengar, bukan diajak ngomong,” ungkap AT. Pernyataan ini mencerminkan jurang sosial dan
psikologis yang menghalangi terbentuknya relasi komunikasi yang setara antara warga dan
pemerintah.

Dalam konteks konseptual, temuan ini menyingkap kegagalan Biro Humas dalam
mengaktualisasikan prinsip dasar dari komunikasi publik deliberatif, sebagaimana
dikembangkan dalam gagasan Deliberative Public Communication oleh Junk et al. (2021).
Teori ini menekankan bahwa legitimasi pemerintah dalam masyarakat demokratis tidak
cukup dibangun lewat penyampaian informasi atau manipulasi simbolik, tetapi melalui proses
komunikasi timbal balik yang melibatkan warga sebagai subjek aktif. Komunikasi yang
deliberatif memungkinkan pemerintah mendengarkan kebutuhan masyarakat secara
mendalam, menimbang masukan secara rasional, dan menjadikannya bagian dari proses
pengambilan keputusan.
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Dalam hal ini, Biro Humas masih memosisikan publik sebagai objek komunikasi, bukan
mitra deliberasi. Informasi disusun secara vertikal, seolah sudah final dan tinggal
disampaikan. Padahal, dalam realitas sosial-politik kontemporer, masyarakat semakin kritis
dan menuntut ruang partisipasi yang nyata. Ketika komunikasi hanya dibangun dari atas,
tanpa respons ke bawah dan tanpa ruang lateral di antara warga, maka yang lahir bukan
legitimasi, tetapi jarak yang semakin lebar antara pemerintah dan yang diperintah.

Observasi lapangan juga menunjukkan bahwa kegiatan kehumasan bersifat event-
oriented—mengacu pada momen seremonial seperti Hari Jadi Provinsi atau kunjungan
pejabat pusat—tanpa tindak lanjut dalam bentuk forum warga atau diskusi publik. Bahkan
ketika terjadi krisis, seperti misalnya kebijakan kenaikan retribusi daerah yang menimbulkan
keresahan, tidak terlihat adanya upaya membangun dialog terbuka yang melibatkan
masyarakat. Dalam kerangka ini, kegagalan membangun komunikasi dua arah menjadi titik
kritis yang harus segera dibenahi. Sebab, tanpa kehadiran publik sebagai subjek komunikasi,
fungsi kehumasan tidak akan pernah menjadi jembatan legitimasi yang kokoh—melainkan
hanya panggung simbolik yang rapuh.

Kapasitas Aktor Humas dalam Merespons Dinamika Sosial-Politik

Dalam lanskap demokrasi lokal yang semakin kompleks dan dinamis, aktor-aktor
kehumasan semestinya tidak hanya berperan sebagai penyampai pesan dari institusi kepada
publik, tetapi juga sebagai pengamat, analis, dan penerjemah kondisi sosial-politik di akar
rumput. Namun, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kapasitas aktor di Biro Humas
Pemerintah Provinsi Maluku masih jauh dari peran ideal tersebut. Mereka belum memiliki
kompetensi strategis dalam membaca situasi sosial-politik lokal secara komprehensif, apalagi
mengartikulasikannya dalam bentuk strategi komunikasi yang adaptif.

Beberapa informan dari internal biro sendiri menyatakan bahwa pengambilan
keputusan komunikasi sepenuhnya bergantung pada instruksi pimpinan, dan tidak ada
mekanisme atau kultur kerja yang mendorong inisiatif dari staf bawah untuk menyampaikan
analisis atau rekomendasi. Salah seorang staf, yang kami beri inisial NS, menyampaikan
bahwa mereka biasanya hanya “meneruskan informasi atau menyiapkan acara sesuai
perintah,” tanpa ada keharusan untuk memahami secara mendalam konteks sosial di balik
kebijakan yang dikomunikasikan. Ketika ditanya apakah pernah ada forum refleksi bersama
antara Humas dan unit kebijakan, NS menjawab bahwa kegiatan semacam itu “belum pernah
terjadi secara rutin.”

Fakta ini diperkuat oleh pengamatan lapangan yang menunjukkan bahwa reaksi
kehumasan terhadap isu-isu publik cenderung lambat dan reaktif. Misalnya, ketika muncul
gelombang protes mahasiswa terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam di wilayah
pesisir, tidak ada pernyataan resmi dari Biro Humas yang mampu menjawab keresahan publik
secara substansial. Bahkan, konten media sosial pemerintah tetap berjalan seperti biasa,
seolah tidak ada dinamika sosial yang sedang terjadi. Ini mencerminkan ketiadaan mekanisme
sensing—kemampuan merespons dan menavigasi opini publik secara real time dan sensitif.
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Secara konseptual, temuan ini mengarah pada satu kesimpulan: Biro Humas tidak
menjalankan fungsi sebagai aktor intelijen sosial, melainkan sebatas operator administratif.
Padahal, dalam konteks demokrasi lokal, fungsi “intelijen sosial” menjadi krusial agar
pemerintah tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan, membaca, dan mengantisipasi
arah angin opini masyarakat. Ketika humas kehilangan peran ini, pemerintah daerah
kehilangan alat strategis untuk menjaga kepekaan politiknya terhadap realitas masyarakat
yang terus bergerak.

Fenomena ini sejalan dengan pemikiran Akter (2020) yang memperkenalkan konsep
Strategic Political Sensing. Menurut mereka, institusi pemerintahan yang efektif adalah yang
mampu mengembangkan kepekaan politik sebagai bagian dari kerja strategis komunikasi.
Political sensing bukan sekadar mengetahui apa yang terjadi, tetapi memahami mengapa dan
bagaimana sebuah isu berkembang di ruang publik, serta bagaimana meresponsnya dengan
cerdas dan kontekstual. Dalam konteks ini, komunikasi menjadi instrumen antisipatif, bukan
hanya instrumen klarifikasi pasca-kebijakan.

Namun, di Maluku, fungsi ini nyaris tidak terlihat. Ketika pimpinan daerah menghadapi
tekanan publik, Biro Humas seringkali memilih jalan diam atau justru menyampaikan
pernyataan normatif yang tidak menjawab substansi. Salah satu informan dari media lokal,
berinisial YL, menyatakan bahwa “siaran pers dari pemerintah kadang datang terlambat dan
terlalu kaku, tidak menjawab persoalan yang dimaksud oleh masyarakat.” Hal ini menambah
kesan bahwa pemerintah hadir sebagai figur yang tidak cukup tanggap, bahkan terhadap
krisis yang menyentuh legitimasi kebijakannya sendiri. Di titik inilah urgensi penguatan
kapasitas muncul. Bukan hanya dalam hal keterampilan teknis komunikasi, tetapi terutama
dalam kemampuan strategis membaca masyarakat. Pemerintah daerah, melalui Biro Humas,
perlu memperluas peran sebagai pembaca situasi sosial, penafsir kecenderungan opini publik,
dan perumus narasi kebijakan yang tidak hanya persuasif, tetapi juga reflektif terhadap
konteks sosial tempat kebijakan itu diterapkan.

Legitimasi yang Rentan: Citra tanpa Substansi

Dalam lanskap demokrasi lokal yang ditandai oleh fluktuasi sosial dan tuntutan publik
yang semakin kompleks, legitimasi politik bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh sekali dan
untuk selamanya. la harus terus-menerus dipelihara melalui dialog, responsivitas, dan
kepekaan terhadap realitas sosial. Namun, di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, penelitian
ini menemukan bahwa proses tersebut kerap digantikan oleh praktik pencitraan yang dangkal
dan retoris—sebuah konstruksi visual dan simbolik yang tidak berpijak kuat pada substansi
sosial.

Salah satu narasi dominan yang dikomunikasikan oleh Biro Humas adalah tentang
“Maluku sebagai pusat pertumbuhan kawasan timur Indonesia.” Narasi ini hadir dalam
berbagai kanal resmi—baik dalam bentuk siaran pers, spanduk dengan jargon pembangunan,
maupun unggahan media sosial yang menggambarkan Gubernur dalam berbagai aktivitas
seremonial. Namun, observasi lapangan di sejumlah titik di Kota Ambon justru menunjukkan
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adanya jurang antara pesan-pesan optimistik tersebut dengan kondisi infrastruktur dasar,
seperti akses air bersih, perumahan, dan layanan publik lainnya yang masih bermasalah.
Diskoneksi semacam ini tidak hanya menciptakan ketidakpercayaan, tetapi juga memicu
sinisme warga terhadap narasi pemerintah.

Beberapa informan warga, seperti ER (aktivis komunitas), menyampaikan bahwa “apa
yang dikatakan pemerintah lewat media seringkali tidak sesuai dengan apa yang kami alami.
Mereka sibuk berbicara tentang investasi, tapi air saja susah.” Pernyataan ini bukan sekadar
keluhan teknis, melainkan cermin dari rasa keterasingan publik terhadap narasi
pembangunan yang terasa jauh dan tidak relevan. Kesan ini diperparah oleh minimnya forum
klarifikasi atau respons publik ketika kritik mulai menguat, misalnya saat krisis harga pangan
dan inflasi lokal beberapa waktu lalu. Tidak ada konferensi pers terbuka, tidak ada kanal dialog
digital yang aktif, bahkan media sosial Humas tetap memuat konten-konten visual normatif
tanpa ruang refleksi kritis. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan yang tajam antara
pencitraan dan kenyataan. Biro Humas tampak lebih sibuk membangun narasi positif
daripada membangun saluran komunikasi yang jujur dan responsif. Ketika publik mengalami
situasi krisis, narasi positif tersebut justru terasa hampa—karena tidak menjawab rasa cemas
dan kebutuhan informasi mereka. Citra yang dibangun secara satu arah menjadi mudah
runtuh begitu diuji oleh realitas sosial yang tidak sesuai.

Secara teoretis, kegagalan ini mencerminkan tidak hadirnya apa yang oleh Gulluscio
(2023) disebut sebagai legitimacy through engagement. Dalam kerangka ini, legitimasi tidak
dibentuk semata-mata dari persepsi yang dibentuk dari atas ke bawah melalui media, tetapi
dibangun dari proses keterlibatan bermakna antara pemerintah dan masyarakat.
Engagement bukan hanya soal komunikasi, tetapi soal kehadiran yang nyata—yakni saat
pemerintah mendengar, merespons, dan menyesuaikan arah kebijakan berdasarkan
kebutuhan dan suara warga.

Sayangnya, Biro Humas Pemerintah Provinsi Maluku belum menjalankan fungsi ini
secara optimal. Tidak ditemukan sistem monitoring sentimen publik yang bisa menjadi dasar
pengambilan keputusan komunikasi. Salah satu staf biro, yang disingkat dengan inisial TD,
mengakui bahwa “kami belum punya sistem untuk mengecek reaksi masyarakat secara
langsung, biasanya hanya dari media atau arahan pimpinan.” Ketergantungan pada struktur
komando dan ketiadaan mekanisme engagement membuat legitimasi pemerintah menjadi
rapuh secara struktural dan simbolik. Dalam konteks ini, penelitian ini menegaskan bahwa
pencitraan tanpa fondasi substansi justru berisiko menggerus kepercayaan publik secara lebih
dalam. Pemerintah terlihat aktif berbicara, tetapi publik merasa tidak didengarkan. Ketika
krisis muncul—baik dalam bentuk bencana alam, konflik sosial, maupun kebijakan yang tidak
populer—maka kepercayaan yang dibangun melalui citra tidak cukup kuat untuk menopang
stabilitas sosial-politik. Legitimasi yang dibangun secara simbolik tanpa fondasi partisipatif
hanya akan menjadi bangunan retoris yang mudah retak ketika diuji oleh realitas.

Menuju Profesionalisasi dan Transformasi Peran Humas
Temuan-temuan yang telah diuraikan sebelumnya memperlihatkan sebuah pola
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konsisten: bahwa Biro Humas Pemerintah Provinsi Maluku belum sepenuhnya menjalankan
fungsinya sebagai mediator strategis antara negara dan warga. Peran Humas, yang
seharusnya menjadi jembatan penghubung antara aspirasi publik dan arah kebijakan negara,
justru terperangkap dalam rutinitas administratif, perayaan simbolik, dan pencitraan sepihak
yang kurang reflektif terhadap realitas sosial. Ketika publik memandang pemerintah sebagai
entitas yang jauh, formal, dan tidak inklusif, maka urgensi untuk melakukan transformasi
kelembagaan tidak bisa lagi ditunda.

Sejumlah informan internal menyampaikan bahwa komunikasi publik selama ini
“hanya sebatas menyampaikan pesan dari pimpinan,” tanpa ada ruang untuk mengolah
umpan balik secara serius. Salah satu pejabat humas, YL, mengungkapkan bahwa pihaknya
“tidak punya forum internal untuk menganalisis isu publik secara rutin,” sehingga tanggapan
terhadap krisis atau kritik masyarakat pun seringkali bersifat improvisatif dan defensif.
Observasi lapangan juga memperlihatkan bahwa tidak ada dokumentasi sistematis atas
feedback publik atau upaya mengintegrasikannya ke dalam proses perumusan kebijakan.

Situasi ini memperjelas satu hal: komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi
Maluku belum diposisikan sebagai fungsi strategis, melainkan sebagai pelengkap prosedural
belaka. Padahal, dalam dinamika sosial-politik kontemporer yang semakin kompleks dan
terbuka, legitimasi tidak hanya dibangun lewat kehadiran negara, tetapi juga melalui
kemampuan negara untuk mendengar dan berdialog secara aktif dengan warganya. Seperti
ditegaskan oleh Castells (2014) dalam Communication Power, dalam era masyarakat jaringan,
kekuasaan politik tidak lagi monopoli institusi, tetapi harus dinegosiasikan melalui ruang
komunikasi yang dinamis.

Berangkat dari realitas tersebut, transformasi peran Humas menjadi sangat penting.
Transformasi ini mencakup beberapa dimensi. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya
manusia, termasuk pelatihan dalam analisis sosial-politik, keterampilan komunikasi krisis,
serta penggunaan teknologi komunikasi digital yang partisipatif. Kedua, pembenahan struktur
kelembagaan, agar fungsi komunikasi tidak lagi berada di posisi periferal, tetapi terintegrasi
secara erat dalam proses perumusan kebijakan daerah. Ketiga, pengarusutamaan komunikasi
publik sebagai strategi demokratisasi, di mana informasi tidak hanya disebar, tetapi menjadi
bahan diskusi bersama warga dalam kerangka deliberatif.

Seorang staf biro yang lain, AK, menyatakan bahwa mereka “butuh pelatihan yang
tidak hanya teknis, tapi juga teoritis, agar bisa paham konteks sosial secara lebih luas.” Ini
mencerminkan kesadaran di internal biro bahwa praktik kehumasan tidak bisa lagi sekadar
mengandalkan keahlian teknis produksi konten, tetapi harus bersentuhan dengan ilmu sosial-
politik yang mampu membaca dinamika masyarakat secara adaptif. Pendekatan baru ini juga
merefleksikan kebaruan artikel ini secara tersirat. Jika dalam banyak studi kehumasan
pemerintahan di Indonesia, komunikasi dipahami hanya sebagai upaya penyampaian
informasi atau penguatan legitimasi, maka penelitian ini justru menggarisbawahi bahwa
komunikasi adalah arena negosiasi makna dan relasi kekuasaan. Dalam kerangka tersebut,
Biro Humas tidak hanya menyampaikan pesan dari pemerintah, tetapi juga menyerap,
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menafsirkan, dan mengartikulasikan aspirasi warga dalam bahasa kebijakan. Sebagaimana
gagasan Frederiksen & Himley (2020) bahwa komunikasi politik harus dipahami dalam
jaringan relasi horizontal dan vertikal, yang saling mempengaruhi dan dinamis. Dalam konteks
lokal, ini berarti biro humas dituntut untuk menjadi aktor reflektif, bukan hanya representatif.
Artinya, mereka perlu memahami konteks sosiokultural masyarakat Maluku secara
mendalam—bukan sekadar menyuarakan agenda pembangunan dari pusat kekuasaan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Biro Humas Pemerintah Provinsi
Maluku belum mampu menjalankan peran strategisnya secara optimal dalam mereproduksi
citra dan membangun legitimasi politik pemerintah daerah di tengah dinamika sosial-politik
yang terus berubah. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh komunikasi yang bersifat satu arah,
minimnya kemampuan analitis terhadap realitas sosial, serta lemahnya integrasi antara narasi
kebijakan dan persepsi publik. Biro Humas cenderung mereproduksi citra melalui simbolisme
administratif yang tidak membumi, alih-alih menciptakan komunikasi yang reflektif, dialogis,
dan kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat. Ketergantungan terhadap arahan
pimpinan tanpa adanya inisiatif kelembagaan menunjukkan lemahnya posisi Humas sebagai
aktor strategis dalam manajemen komunikasi politik. Penelitian ini, dengan pendekatan
integratif antara teori komunikasi politik dan dinamika kelembagaan lokal, menampilkan
kebaruan dalam melihat relasi negara dan masyarakat melalui kinerja komunikasi birokrasi.
Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi strategis di tingkat pemerintah daerah harus
dibangun bukan semata sebagai alat penyebaran informasi, tetapi sebagai proses negosiasi
makna yang menuntut kapasitas kelembagaan yang profesional, adaptif, dan partisipatif
dalam mengelola legitimasi di ruang publik lokal.

PERNYATAAN ETIKA PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku, termasuk
pemberian persetujuan yang diinformasikan (informed consent), perlindungan terhadap
kerahasiaan informan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Perhatian
khusus diberikan kepada partisipan dari kelompok rentan guna memastikan keselamatan,
kenyamanan, dan hak partisipasi yang setara. Penelitian ini tidak menerima pendanaan
eksternal, dan penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan. Seluruh data dan
informasi yang disajikan diperoleh melalui metode penelitian yang sah dan telah diverifikasi
untuk memastikan akurasi dan keandalannya. Penggunaan kecerdasan buatan (Al) dibatasi
hanya pada bantuan teknis penulisan dan penyuntingan bahasa, tanpa memengaruhi
substansi ilmiah dari karya ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada para informan atas
wawasan berharga yang diberikan, serta kepada para penelaah anonim atas masukan
konstruktif terhadap versi awal naskah ini. Penulis bertanggung jawab penuh atas isi dan
kesimpulan artikel ini.
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